
 1 

 
 
 
 

 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO 
 
NOMOR : 7                                                 TAHUN : 2014  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR  7  TAHUN  2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2011-2016 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 telah 
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 

b. bahwa dalam perkembangannya terdapat asumsi 
kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai 
terkait kemampuan keuangan daerah, adanya 
perubahan kelembagaan dan kebijakan 
pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di 
daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten 
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Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 perlu ditinjau 
untuk disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2011-2016; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik 
Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah 
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu 
Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1951        
Nomor 101);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor  4700); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005        
Nomor 140); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4817); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2010-2014; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54   
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3  
Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo    
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 
Nomor 8   Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo    
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo    Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo    
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 
Progo Tahun 2012 Nomor 2); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

dan 
BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON 
PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH TAHUN 2011-2016. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 2) 
diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) 

bab, yakni BAB VA dan diantara Pasal 11 dan 
Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni      
Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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BAB VA 
 

PERUBAHAN RPJMD 
 

Pasal 11A 
 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam 
hal : 
a. asumsi kerangka ekonomi daerah yang 

tidak sesuai kemampuan keuangan 
daerah; 

b. terjadi perubahan yang mendasar sebagai 
akibat perubahan kebijakan nasional; 

c. terjadi bencana alam, goncangan politik, 
krisis ekonomi, konflik sosial budaya atau 
gangguan keamanan; dan/atau 

d. terjadi perubahan capaian sasaran 
tahunan dan mengubah target 
pencapaian sasaran akhir pembangunan 
jangka menengah. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikomunikasikan terlebih 
dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 25 Juli 2014 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 

Cap/ttd 
 

HASTO WARDOYO 

 
 

Diundangkan di Wates 
pada tanggal 25 Juli 2014 
 
       SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 

 

                   Cap/ttd 
 

            ASTUNGKORO 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2014   NOMOR 7 

 

 

 

 

 

 

 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON 
PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

(NOMOR 7 /TAHUN 2014) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 7 TAHUN 2014 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN  ATAS   PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2011-2016 

 
 

I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 150 
ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) ditentukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat 
(2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan 
memperhatikan RPJM Nasional.  

Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka 
ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan 
keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan 
kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah. 
Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, perubahan 
RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang 
lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja 
Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa 
jabatan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 
Progo tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  
Kulon  Progo Nomor  2 Tahun  2012 tentang  Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  I 
Cukup jelas 

Pasal  II 
Cukup jelas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
NOMOR 17 

 

 


